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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelacuran di Kota
Palembang”. Praktik pelacuran yang bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dianut
oleh masyarakat Indonesia dianggap menimbulkan negatif bila terus dibiarkan terjadi
dan terus berkembang di Indonesia. Larangan melalui hukum pidana sebenarnya telah
sedikit menyentuh tentang pelarangan praktik tersebut. Akan tetapi, larangan tersebut
belum terlalu dalam dan spesifik bisa menjerat pekerja seks komersial serta
penggunanya yang menjadi kunci terjadinya praktik tersebut. Berkembang dan
meningkatnya pekerja seks komersial serta penggunanya ini terutama di Kota
Palembang, menuntut Pemerintah Kota Palembang harus berpikir kreatif dalam
menanggulangi permasalahan tersebut. Adapun Rumusan Masalah yang penulis bahas
yaitu: 1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pelacuran yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang. 2. Apa yang menjadi hambatan dalam upaya
penanggulangan tindak pidana di Kota Palembang. Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yang melakukan penelitian
baik melalui wawancara maupun studi pustaka untuk mendapatkan data primer serta
data sekunder. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui apa saja upaya penanggulangan
tindak pidana pelacuran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang serta
mengetahui hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan tersebut untuk
mendukung dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Kata kunci : Pelacuran, Upaya Penanggulangan, Hambatan Penanggulangan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang akan selalu terdapat
permasalahan sosial baik itu di daerah metropolitan maupun daerah pedesaan.
Permasalahan sosial tersebut terus berkembang sejalan dengan perkembangan
zaman yang melahirkan berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun dampak
negatif.! Melihat perkembangan zaman tersebut, masyarakat Indonesia memiliki
keharusan untuk beradaptasi agar tidak terjadi perilaku yang tak terarah dan tidak
perduli akan hadirnya norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat
mengancam eksistensi norma tersebut. Salah satu hal yang dapat dijadikan contoh
dari perkembangan zaman tersebut adalah masalah pelacuran atau prostitusi.
Prostitusi merupakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah
sebagai suatu transaksi perdagangan.? Selain itu, menurut Kartono prostitusi
sendiri merupakan sebuah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola implus
atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk
pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang, disertai

eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

1 Kartini kartono, patologi sosial, (Jakarta: penerbit Raja grafindo graha, 1999), HIm 110
2 Adi Hadi, Prostitusi atau Pelacuran, https://www.kompasiana.com/prostitusi-atau-pelacuran,
diakses tanggal 16 September 2020 Pukul 10.12



https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran_di_Indonesia,

Manusia telah melakukan kegiatan menukar uang dan barang dengan hubungan
seksual selama ribuan tahun. Sejak konsep itu mulai dilaksanakan, pada masa itulah
prostitusi mulai muncul. Hal seperti menukar uang dan barang dengan hubungan
seksual tersebut pun dijadikan sebagai profesi sejak dimulainya awal tahun masehi
bahkan jauh sebelum itu.

Masyarakat Indonesia yang menganut nilai-nilai ketimuran dalam proses
bermasyarakat, memandang hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seksual ke
dalam hal yang sangat sakral. Hubungan seksual tersebut dipandang secara sakral
jika hal tersebut dijauhkan dari berbagai pelanggaran, pengacauan serta
pencemaran.® melakukan seks secara sakral harus sesuai dengan norma-norma
yang dipandang sah oleh agama maupun negara. Sebaliknya, seksualitas yang
bersifat di luar perkawinan serta bertujuan tidak untuk melahirkan, tidak ada unsur
ketetapan dan kesetiaan hubungan serta berganti-ganti pasangan akan dipandang
sebelah mata.*

Bicara masalah pelacuran, selain merupakan tempat orang yang menjual
dirinya dan menukarkannya dengan imbalan juga menjadi fenomena sosial yang
timbul dan bertumbuh di setiap perkembangan zaman.® Selain itu, masalah
pelacuran ini juga yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembangunan
karena pelacuran merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai sosisal,

norma agama dan kesusilaan serta merendahkan diri dan martabat sebagali

% Hatib Abdul Kadir, Tangan Kuasa dalam Kelamin: Telaah Homoseks, Pekerja Seks, dan
Seks Bebas di Indonesia, (Yogyakarta: INSIST Press, 2007) HIm. 21.

* Ibid, HIm. 22.

> Koentjoro, On The Spot: Tutur dari Seorang Pelacur, (Yogyakarta: CV Qalams, 2004) him.
26.



manusia.® Dalam pelacuran terdapat tiga aspek penting yaitu penyedia pekerja seks
komersial, pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial. Orang yang
menjual jasa seksual tersebut dikenal sebagai pelacur dan Kini sering disebut
dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).” Pekerja Seks Komersial merupakan
para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk
mendapatkan upah atau imbalan dari yang telah memakai jasa PSK tersebut.®
Praktik pelacuran di Indonesia sudah lama menjadi polemik yang jika dibiarkan
akan menjadikan praktik tersebut semakin tidak terkontrol. Jika kita melihat
faktanya seiring berjalannya waktu, praktik pelacuran kini telah berkembang
menjadi satu sistem mata pencarian yang tidak sesuai dan selaras dengan
kepribadian dan hukum agama serta bertentangan dengan norma hukum yang ada di
Indonesia. ° Berkembangnya zaman yang membuat biaya kebutuhan hidup
masyarakat meningkat mengakibatkan naiknya kebutuhan ekonomi masyarakat.
Oleh sebab itu, banyak yang tertarik untuk mendapatkan uang dengan cara mudah,
terutama menjadi salah satu oknum dari pelaku praktik pelacuran baik mejadi
penyedia PSK atau menjadi PSK itu sendiri. Selain dari faktor kebutuhan ekonomi

yang meningkat, praktik pelacuran juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain

6 G. Sihombing, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penanggulangan Prostitusi dan
Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman RI Tahun, 1997) him. 8

" Adi Hadi, Prostitusi atau Pelacuran, https://www.kompasiana.com/prostitusi-atau-pelacuran,,
diakses tanggal 16 September 2020 Pukul 10.12

8 Koentjoro, Op.Cit, HIm. 26

® G. Sihombing, Op.Cit., HIm. 9



https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran_di_Indonesia,
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran_di_Indonesia,

seperti faktor sosial-budaya, kebiasaan kawin muda, kebiasaan cerai dan status
sosial perempuan yang relatif rendah.

Negara Indonesia, seperti yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD1945
merupakan negara hukum. Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa segala aspek
kehidupan di negara ini harus berpedoman pada aturan baik yang tertulis maupun
tidak tertulis. Seiring dengan berkembangnya zaman, berkembang pula aspek
kehidupannya, sehingga hukum senantiasa mengikuti perubahan tersebut. Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan pedoman hukum pidana di
Indonesia, tidak mampu lagi membendung perkembangan permasalahan yang
timbul pada masyarakat dan menimbulkan adanya kebutuhan akan aturan norma
hukum yang baru. Adanya praktik pelacuran yang semakin meluas mengakibatkan
kebutuhan hukum baru yang harus mengaturnya. Dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) tersebut belum terdapat aturan yang mengatur secara
langsung dan jelas mengenai Pekerja Seks Komersial. Di dalam KUHP tersebut
hanya memuat pasal yang berkaitan dengan pelacuran untuk menjerat penyedia
pekerja seks komersial atau yang biasa dikenal dengan sebutan mucikari. Aturan
tersebut terdapat dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan
cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannyasebagai
pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu

tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

10 Endang Sedyaningsih, Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak, (Jakarta: Sinar Harapan
bekerjasama dengan The Ford Foundation, 1999) HIm. 69.



Serta pada pasal 506 KUHP yang berbunyi:
“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita
dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan
paling lama satu tahun.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya aturan hukum baru yang
mengatur tentang kegiatan pelacuran, terutama yang menjerat diri pekerja seks
komersial itu sendiri. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus segera
menangani kasus pelacuran tersebut, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan
Daerah. Palembang yang merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia
juga memiliki masalah terhadap praktik pelacuran. Dari data yang dihimpun oleh
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumsel terdapat 1.552 PSK di
Palembang dengan 14.751 pelanggan. Para PSK tersenar di jalanan, panti pijat, kafe,
wisma dan hotel. Jumlah PSK 1.552 orang tersebut belum termasuk para PSK dari
kalangan pelajar yang biasa mangkal di kawasan Plaju, Veteran dan Sudirman.
Pada saat lokalisasi wanita tuna susila di Teratai Putih ditutup pada Tahun 2000
terdata sebanyak 500 WTS dan 100 mucikari.**

Dengan adanya hal tersebut, pemerintah kota Palembang membuat Peraturan
Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran.
Selain itu, maksud ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pemberantasan

Pelacuran ini yang dimuat pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2

1 Abdul Halim, Sensasi Cinta PSK Pelajar
http://palembang.tribunnews.com/sensasi-cinta-psk-pelajar, diakses tanggal 17 September 2020
Pukul 22.25



http://palembang.tribunnews.com/16/05/2010/sensasi-cinta-psk-pelajar,

Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran tersebut adalah sebagai dasar
hukum yang melandasi upaya memberantas berbagai bentuk pelacuran yang
mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat dan sebagai upaya merubah sikap
mental yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya
masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika dan berakhlag mulia. Dan tujuan
ditetapkannya peraturan pemberantasan pelacuran seperti yang termuat pada Pasal 3
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan
Pelacuran tersebut ialah untuk memberantas pelacuran dan segala macam
bentuknya dan agar terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, teratur,
bermoral, beretika dan berakhlak mulia. Selain itu, pada Pasal 4 Peraturan Daerah
Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran tersebut
kewenangan dalam melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan
pemberantasan pelacuran diberikan kepada kepala daerah dan Pemerintah Daerah
dapat bekerjasama dengan POLRI, Polisi Militer, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri
pada saat operasional pelaksanaan pemberantasan pelacuran.

Berdasarkan uraian latar belakang pemasalahan di atas, penulis tertarik untuk
melakukan pembahasan terhadap permasalahan ini. Berdasarkan hal tersebut,
penulis kemudian mengangkatnya dalam skipsi dengan judul:

“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELACURAN DI

KOTA PALEMBANG”



B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat guna mempermudah menguraikan permasalahan
hukum dalam penelitian ini, maka berdasarkan latar belakang diatas rumusan
masalah dalam penelitian ini berupa:

1. Bagaimana upaya penanggulangan Tindak Pidana Pelacuran yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana

Pelacuran di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian ini, yaitu sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota
Palembang dalam menanggulangi Tindak Pidana Pelacuran.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penghambat dalam upaya

penanggulangan Tindak Pidana Pelacuran di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian penulisan skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat

teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis



a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan dan
wawasan baru mengenai upaya penanggulangan Tindak Pidana
Pelacuran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang.

b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi
masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum khususnya dalam
mencegah dan menanggulanggi tindak pidana pelacuran.

b. Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi masukan bagi penegak

hukum dalam menerapkan sanksi bagi PSK.

E. Ruang Lingkup
Penulis membatasi pembahasan permasalahan dalam rumusan masalah untuk
menghindari meluasnya arah penulisan skripsi ini hanya sebatas mengenai
bagaimanakah upaya penanggulangan Tindak Pidana Pelacuran yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang melalui Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran serta apa saja
yang menjadi penghambat dari upaya penanggulangan Tindak Pidana Pelacuran

oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana



Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana
merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula
yang menyebutnya sebagai “older philosophy of crime control”.*? Dilihat
sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah
perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan
menggunakan sanksi pidana. Untuk dapat menjalankan hukum pidana
(substantif) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang
ada dalam hukum pidana (substantif) yaitu hukum formil atau hukum acara
pidana. Hukum pidana sendiri dalam arti luas meliputi juga hukum
subtantif/materiil dan hukum formil. Upaya atau kebijakan untuk melakukan
pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang ‘kebijakan
kriminal” (“criminal policy”).

Kebijakan kriminal ini juga tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas,
yaitu kebijakan sosisal yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk
kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk melindungi
masyarakat. Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan
dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan
hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif (penegakan hukum)
harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan

sosial tersebut berupa “social welfare” dan “social defence”.*3

2 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung:
Alumni, 1984) Him. 149

13 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001) HIm. 73
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Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (social defence policy)
salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak
pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya
untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk
dalam wilayah kebijakan kriminal (criminal policy).*

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan
sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:®

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan

2. sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah
sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya
penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau
kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum
(law enforcement policy).*®

Selain itu, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya
tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum
(legislatif). Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tahap yang paling strategis
dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi,

oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan

1% Ibid, HIm. 74

15 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2002) HIm. 32

18 Ibid, HIm. 26.



11

strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan
penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.'’
Teori Penegakan Hukum Pidana

Bicara masalah pencegahan terhadap suatu tindak pidana, tidak akan
terlepas dari penegakan hukumnya. Penegakan hukum dan keadilan merupakan
serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai
kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya. Muladi dan Barda
Nawawi Arief berpendapat jika dilihat dari fungsionalisasi, pengoperasian dan
penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar
dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:*®

a. Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh

pembuat undang-undang (kebijakan legislatif);

b. Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh pihak penegak

hukum (kebijakan yudisial);

c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang

berwenang.

Upaya melakukan penegakan hukum harus memperhatikan tiga aspek
tersebut, sehingga dalam proses penegakan hukum dan keadilan itu dapat
diwujudkan di lapangan. Dalam penegakan hukum dan keadilan merupakan
serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai

kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan

17 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, HIm 35
18 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan. (Jakarta: Kencan 2010) HIm.6
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hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut
umum/kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana. Dalam
reformasi hukum dan penegakan keadilan memerlukan pula peningkatan
kualitas  keilmuan.  Kebijakan legislatif/formulatif dan  kebijakan
yudikatif/aplikatif perlu disertai dengan reformasi kualitas keilmuannya (ilmu

hukum dan keadilan).*®

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris.
Penelitian hukum normatif sendiri merupakan metode penelitian hukum yang
dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
Sedangkan penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian yang
dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan
mengunakan metode berpikir induktif dan fakta yang digunakan untuk
melakukan proses induksi dari pengujian kebenaran secara koresponden adalah
fakta yang mutakhir.?’ Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian
hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif
secara faktual pada setiap peristiwa hukum dalam hal ini merupakan praktik

pelacuran yang terjadi dalam masyarakat.?*

19 Ibid, HIm 7.

20 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Pers
2001) HIm.13-14.

21 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti 2004) HIm. 134
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Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan  sosiologi  hukum  (sosiological approach), pendekatan
Perundang-Undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis
mengenai reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di
masyarakat.?? Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dalam penelitian ini
guna mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Palembang mengatur tentang
pemberantasan praktik pelacuran dengan menggunakan legislasi dan regulasi.?
Pendekatan kasus dalam hal ini adalah kasus hukum dikonsepkan sebagai

peristiwa hukum berupa perilaku yang nyata dan sebagai produk hukum.?*

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tentu harus menggunakan
pendekatan Perundang-Undangan, karena yang akan di teliti adalah aturan
hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.?® Dalam
penelitian ini, tema sentral tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Selain harus
menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, suatu penelitian yang bersifat
empiris harus menggunakan pendekatan kasus dan Pendekatan Sosiologi agar

mengetahui bagaimana suatu peristiwa hukum itu bekerja dan terjadi dalam

22 Galim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian
Tesis Dan Disertasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) HIim. 12

23 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana 2005) HIm. 97

24 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, HIm. 39

% Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang:
Bayumedia Publishing 2008) HIm. 302.
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masyarakat dan memahami bahwa kasus tersebut terjadi secara nyata dan
menjadi suatu produk hukum yang ada di masyarakat. Selain itu, kita juga
dapat mengetahu bagaimana aksi dan reaksi masyarakat yang ada di lapangan
dengan diterapkannya suatu norma dalam menanggulangi suatu peristiwa
hukum tersebut.?®

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objeknya.?’
Data primer dalam hal ini langsung didapat dari masyarakat dalam hal ini
penegak hukum yang menjadi sumber utama melalui penelitian lapangan
yang diambil dengan cara interview yang berupa wawancara dan tanya

jawab dengan narasumber.?®
b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan
dengan cara menelusuri literatur dan dokumen-dokumen yang
berhubungan dengan penanggulangan praktik pelacuran. Adapun data

tersebut terdiri dari:?°

% Abdul kadir Muhammad, Op.Cit, HIm. 39

27 Amirudin dan Asikin Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2004) HIim. 29.

28 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008)
Him. 18.

29 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1997) HIm. 113
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1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat

dan terdiri dari:

a)

b)

d)

9)

h)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum

Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010

Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang

Pemberantasan Pelacuran

Keputusan Walikota Palembang Nomor 04 Tahun 2004 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun

2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran.
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5.
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2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder vyaitu bahan hukum vyang erat
hubungannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu
memahami dan menganalisis bahan hukum primer, misalnya
buku-buku, literatur, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang ada

relevansinya dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan
pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum
yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa

Indonesia dan Kamus Hukum.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di wilaya Kota Palembang dalam lingkup
kewenangan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Pemberantasan Pelacuran.
Teknik Penentuan Sampel

Cara menetukan sampel dala penelitian ini menggunakan metode
Purposive/Judmental Sampling, vyaitu sapel vyang diilih berdasarkan

pertimbangan atau penelitian subyektif, dalam hal ini peneliti menentukan
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sendiri responden mana yang dapat mewakili populasi.®® Pengambilan sampel
secara Purposive/Judmental Sampling adalah menyesuaikan Kriteria tertentu
yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.3!
a. Populasi
Populasi merupakan keseluruhan obyek dengan ciri sama.
Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati),
kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri atau sifat yang
sama.®? Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah pihak
penegak hukum dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran kota Palembang.
b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi.

Sampel dari

penelitian ini adalah:

1) 3 perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penerapan Peratuan Daerah
Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran);

2) 3 orang masyarakat Kota Palembang;

3) 3 orang pekerja seks komersial.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

30 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta 2001) HIm. 91.

31 Abdul kadir Muhammad, Op.Cit, HIm. 47.

32 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada 2007) HIm. 118.

3 Ibid, HIm. 119.
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Pengumpulan bahan penelitian ini berupa bahan-bahan hukum dilakukan
dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan
Perundang-Undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku dan
sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, menyeleksi
bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda

dan bertentangan satu sama lain.

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan,
maka dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara
mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi
berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan
pekerjaan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan

pekerjaan analitis dan konstruksi.

Bahan - bahan hukum diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh
Van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu: Menstrukturkan,
Mendeskripsikan dan mensistematisasi, bahan - bahan hukum, yang dilakukan

dalam tataran, yaitu:

1) Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan
hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun
landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan
menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem hukum

yang koheren;
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2) Tataran Teleologis, vyaitu mensistematisasi peraturan hukum
berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang
dan menafsirkan material yuridisdalam perspektif teleologis sehingga
sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan

metode teleologis sebagai patokan sistematisasi.>*

Setelah itu, selain melakukan identifikasi dan inventarisasi peraturan
Perundang-Undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku dan
sumber-sumber lainnya, untuk mendapatkan data primer penelitian ini dapat
dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para responden secara

langsung.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian
ini adalah silogisme. Philipus M Hudjon mengemukakan penalaran hukum
yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum dan premis minor

merupakan fakta hukum.3®

Teknik Penarikan Kesimpulan
Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara
deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual

dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang

34 Bernard Arief Sidartha, Refleksi tentang Struktur llmu Hukum, (Bandung: Mandar
Maju 2000) hIm. 149-153.
3% peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, HIm. 47
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terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan
hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep dan norma-norma hukum
yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian
dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum
konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jabawaban atas

permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.
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